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ABSTRAK 

Penelitian skripsi ini adalah Pemberatan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Memperdagangkan Rokok Yang Tidak Dilekati  Pita Cukai (Analisis Putusan Pengadilan 

Negeri Medan No.18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn). Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni 

untuk mengetahui pengaturan tindak  pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati 

pita cukai, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena 

cukai yang tidak dilekati pita cukai, untuk mengetahui pertimbangan hukum pemberatan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan rokok yang tidak dilekati  pita cukai 

dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn. Hasil penelitian yaitu pengaturan tindak  

pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai diatur dalam Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah 

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum 

sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban 

pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan 

putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati 

pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan 

denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda 

tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa 

sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum pemberatan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana memperdagangkan rokok yang tidak dilekati  pita cukai dalam putusan Nomor 

18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn adalah terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan 

menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang 

menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan 

lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang telah dilakukan. Adapun saran penelitian ini adalah agar Pemerintah 

diharapkan mengeluarkan beberapa kebijakan yang strategis yaitu dengan menetralkan pasar 

dari produk rokok illegal dengan melakukan operasi rutin terhadap pasar dan pabrik di 

berbagai daerah. Agar setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana menjual barang 

kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat melaporkannya dan juga dapat dikenakan 

sanksi pidana bagi yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut tetapi tidak 

melaporkannya. 

Kata Kunci : Pemberatan Hukum, Tindak Pidana, Pita Cukai. 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Anak adalah bagian dari generasi 

muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang 

memiliki peranan strategis dan mempunyai 

ciri dan sifat khusus, memerlukan 

pembinaan dan perlindungan dalam rangka 

menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental dan sosial 

secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. 

Untuk melaksanakan pembinaan dan 

memberikan perlindungan terhadap anak 

diperlukan dukungan baik yang 

menyangkut kelembagaan maupun 

perangkat hukum yang lebih mantap dan 

memadai oleh karena itu jaminan ini 

dikuatkan melalui ratifikasi konvensi 

internasional tentang hak anak, yaitu 

pengesahan Konvensi Hak Anak melalui 

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 

tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention On The Rights Of The Child 

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). 

Sebagai implementasinya, pemerintah 

mengesahkan Undang-undang No. 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak 

yang kemudian dilakukan perubahan 

terhadap beberapa ketentuannya menjadi 

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-undang 

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

 Akhir-akhir ini, banyak diberitakan 

soal kekerasan terhadap anak. Ada yang 

dipukul, disiram air panas, diperkosa, 

hingga ada juga yang disiksa atau dianiaya 

sampai dibunuh. Kenyataan itu sangat 

memprihatinkan dan makin meneguhkan 

persepsi bahwa kekerasan terhadap anak 

belum dapat diselesaikan, walaupun 

dengan aturan hukum dan perundang-

undangan. Selain adanya kekerasan fisik 

terhadap anak, ada pula bentuk kekerasan 

yang berdampak buruk pada mental anak 

itu sendiri. Misalnya, penjualan anak untuk 

tujuan komersil. 

Anak-anak membutuhkan 

perlindungan dan perawatan khusus 

termasuk perlindungan hukum yang 

berbeda dari orang dewasa. Hal ini 

didasarkan pada alasan fisik dan mental 

anak-anak yang belum dewasa dan 

matang. Anak perlu mendapatkan suatu 

perlindungan yang telah termuat dalam 

suatu peraturan perundang-undangan. 

Setiap anak kelak mampu memikul 

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara 

optimal baik fisik, mental, sosial, 

berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan 

kesejahteraan anak dengan memberikan 

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya 

serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif. 

Indonesia memiliki beberapa 

aturan untuk melindungi, mensejahterakan 

dan memenuhi hak anak, antara lain UU 

No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (selanjutnya disebut Undang-

Undang Kesejahteraan Anak), UU No. 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

(selanjutnya disebut Undang-Undang 

Peradilan Anak), dan UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak 

(selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perlindungan Anak). Dalam hukum 

positif, undang-undang yang mengatur 

masalah perlindungan saksi dan korban 

adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 

2006 tentang Perlindungan terhadap saksi 

dan korban. Namun, undang-undang 

tersebut tidak secara keseluruhan 

membicarakan masalah bentuk-bentuk 

perlindungan korban sehingga harus dicari 

beberapa aturan lain dalam hukum positif 

yang medukung adanya bentuk 

perlindungan korban secara kongkrit. 

Diantaranya UU No. 26 Tahun 2002 

Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Tentang Hak 

Asasi Manusia) serta beberapa aturan 

lainnya. Dalam beberapa aturan yang 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ada beberapa macam bentuk 
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perlindungan korban diantaranya restitusi, 

kompensasi, konseling dan rehabilitasi. 

Hasil pemantauan Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

sejak tahun 2011 sampai 2016 saat ini, 

peristiwa kekerasan terhadap anak selalu 

meningkat. Data yang dihimpun KPAI 

berdasarkan pengaduan (langsung, surat, 

telepon, e-mail), berita di media (online, 

cetak, elektronik) dan investigasi kasus 

menunjukkan kekerasan dan eksploitasi 

seksual komersial pada anak (ESKA).   

Di Indonesia baik di sektor formal 

dan informal merupakan suatu cerminan 

kemiskinan baik secara   ekonomi maupun 

pendidikan. Tidak bisa melanjutkan  

sekolah  karena  biaya  pendidikan  yang  

relatif  mahal  menyebabkan banyak  anak  

yang  putus  sekolah  dan  menjadi  pekerja 

anak  untuk  membantu keluarga dalam 

pemenuhan ekonomi rumah tangga. Di 

Indonesia sendiri, telah di lakukan Survei  

Pekerja  Anak  (SPA)  yang  dilakukan  

Badan  Pusat  Statistik  (BPS) bekerjasama  

dengan  International  Labor  

Organization (ILO). Lapangan pekerjaan 

yang melibatkan anak, antara lain, 

dibidang pertanian mencapai 72,01%, 

industri manufaktur sebesar 11,62%, dan 

jasa sebesar 16,37%. Pemetaan masalah 

anak mengindikasikan jumlah anak yang 

dilacurkan diperkirakan mencapai sekitar 

30% dari total prostitusi, yakni sekitar 

4.000 – 7.000 orang atau bahkan lebih 

anak yang berumur dibawah 18 (delapan 

belas) tahun. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam skripsi ini penulis 

menggunakan metode normatif, yaitu 

mengkaji hukum yang dikonsepkan 

sebagai norma atau kaidah yang berlaku di 

dalam masyarakat, dan menjadi acuan 

perilaku setiap orang.  

Penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil 

yang diperoleh dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai perlindungan hukum bagi hak-

hak anak sebagai korban kekerasan. 

Untuk memperoleh suatu 

kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi 

ini, maka penulis menggunakan metode 

pengumpulan data dengan cara studi 

kepustakaan (Library Research Method) 

yaitu mempelajari dan menganalisis secara 

sistematis buku-buku, surat kabar, makalah 

ilmiah, peraturan perundang-undangan dan 

bahan lain yang berhubungan dengan 

materi yang dibahas dalam penulisan 

skripsi ini. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Tindak  Pidana Menjual 

Barang Kena Cukai Yang Tidak 

Dilekati Pita Cukai  

A. Dasar Hukum Pungutan Cukai 

Salah satu faktor penting yang 

menjadi daya tarik mengapa cukai sering 

dibicarakan oleh berbagai kalangan 

masyarakat adalah peranannya terhadap 

pembangunan dalam bentuk 

sumbangannya kepada penerimaan negara 

yang tercermin pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang selalu meningkat 

dari tahun ke tahun, di samping fungsi 

utamanya yaitu regulater yang pada 

dasarnya membatasi, mengurangi bahkan 

meniadakan peredaran barang kena cukai 

yang berdampak negatif bagi kesehatan 

dan ketertiban umum. 

Cukai merupakan salah satu bentuk 

pajak tidak langsung, namun memiliki 

karakteristik yang berbeda, yang khusus, 

yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak 

lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis 

pajak yang sama-sama tergolong kategori 

pajak tidak langsung. Salah satu faktor 

penting yang menjadi daya tarik mengapa 

cukai sering dibicarakan oleh berbagai 

kalangan masyarakat adalah peranannya 

terhadap pembangunan dalam bentuk 

sumbangannya kepada penerimaan negara 

yang tercermin pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang selalu meningkat 

dari tahun ke tahun, maupun penyerapan 

tenaga kerja oleh industri rokok, di 

samping fungsi utamanya yaitu regulater 

yang pada dasarnya membatasi, 

mengurangi bahkan meniadakan peredaran 
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barang kena cukai yang berdampak negatif 

bagi kesehatan dan ketertiban umum. 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana 

Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita 

Cukai  

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan 

wajib menanggung segala sesuatu (kalau 

terjadi apa-apa, boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan 

sebagainya). Pidana adalah kejahatan 

(tentang pembunuhan, perampokan, dan 

sebagainya). Hal pertama yang perlu 

diketahui mengenai pertanggungjawaban 

pidana adalah bahwa pertanggungjawaban 

pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya 

seseorang telah melakukan tindakan 

pidana. Moeljatno mengatakan, orang 

tidak mungkin dipertanggungjawabkan 

(dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan 

perbuatan pidana. Dengan demikian, 

pertanggungjawaban pidana pertama-tama 

tergantung pada dilakukannya tindak 

pidana. 

Orang yang telah melakukan 

perbuatan itu kemudian juga dipidana, 

tergantung pada soal, apakah dia dalam 

melakukan perbuatan itu mempunyai 

kesalahan atau tidak. Apabila orang yang 

melakukan perbuaan pidana itu memang 

mempunyai kesalahan, maka tentu dia 

akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak 

mempunyai kesalahan walaupun dia telah 

melakukan perbuatan yang terlarang dan 

tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang 

tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan” merupakan dasar daripada 

dipidananya si pembuat. Jadi perbuatan 

yang tercela oleh masyarakat itu 

dipertanggungjawabkan pada si 

pembuatnya, artinya celaan yang objektif 

terhadap perbuatan itu kemudian 

diteruskan kepada siterdakwa. 

Pertanggungjawaban pidana menunjuk 

kepada sikap-sikap subjektif yang 

didasarkan kepada kewajiban hukum 

seseorang untuk mematuhi hukum. 

Pertanggungjawaban pidana 

merupakan pedoman bagi hakim untuk 

menentukan dasar-dasar dipidananya 

pembuat tindak pidana. Pedoman ini 

dipergunakan dalam memutuskan apakah 

pembuat bersalah melakukan tindak pidana 

ataukah tidak bersalah dengan 

menggunakan indicator kesalahan, baik 

dalam bentuk kesengajaan ataupun 

kealpaan. 

 

C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana 

Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita 

Cukai 

Pemidanaan bukanlah merupakan 

tujuan akhir dari system peradilan pidana 

dan juga bukan merupakan satu-satunya 

cara untuk mencapai tujuan system 

peradilan pidana. Ada banyak cara yang 

dapat di tempuh, dengan menggunakan 

hukum pidana maupun dengan 

menggunakan cara di luar hukum pidana. 

Secara umum pencegahan kejahatan dapat 

dilakukan dengan menggabungkan 

beberapa metode yaitu : 

1. Moralistik yang dilaksanakan 

dengan penyebarluasan ajaran-ajaran 

agama dan moral, undang-undang 

yang baik dan sarana sarana lain 

yang dapat mengekang nafsu untuk 

berbuat kejahatan.  

2. Abiliosinistik yang berusaha untuk 

memberantas sebab-musababnya. 

Faktor tekanan ekonomi 

(kemelaratan) merupkan salah satu 

faktor penyebab, maka usaha untuk 

mencapai kesejahteraan untuk 

mengurangi kejahatan yang 

disebabkan oleh faktor ekonomi 

merupakan cara Abiliosinistik. 

3. Adapun pencegahan melalui 

pendekatan kemasyarakatan, yang 

biasa disebut Community Based 

Crime Prevention melibatkan segala 

kegiatannya untuk memperbaiki 

kapasitas masyarakat dalam 

mengurangi kejahatan dengan jalan 

meningkatkan control social 

informal. 

Kasus peredaran rokok illegal telah 

banyak dijumpai di berbagi kota di 

indonesia seperti di wilayah Sumatera 
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Utara khususnya di kota Medan Sumatera 

selatan, Kalimantan, Jakarta, bahkan 

peredaranya di kota-kota kecil sangat 

tinggi Upaya pencegahan yang dilakukan 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai dengan adanya peredaran rokok 

ilegal sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kerjasama antara 

kepolisian dan Satpol PP dengan 

adanya rokok ilegal dan 

meningkatkan operasi pasar dan 

perusahaan rokok yang lebih tegas 

dan ketat lagi agar peredaran rokok 

ilegal tidak semakin luas. 

2. Memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang kerugian akibat 

adanya pelanggaran cukai seperti 

rokok ilegal, memberi pernjelasan 

akibat atau bahayanya rokok ilegal, 

dan memberi contoh ciri-ciri rokok 

ilegal khususnya untuk daerah 

perdesaan. 

Memberikan sanksi yang tegas atas 

pelanggaran peredaran rokok ilegal bagi 

perusahaan yang memproduksi rokok 

ilegal maupun bagi yang memasarkan. 

Misal seorang A memiliki perusahaan 

rokok yang tidak memiliki izin, dan rokok 

yang diproduksi A tidak dilekati pita cukai 

(rokok ilegal). A tidak hanya memproduksi 

tetapi juga menjual dan menawarkan rokok 

ilegal kepada kios-kios toko yang ada di 

pasar atau pegadang eceran. 

 

D. Analisis Tindak Pidana 

Memperdagangkan Rokok Yang 

Tidak Dilekati Pita Cukai dalam 

Putusan  Nomor 

18/PID.SUS.2020/PN.Mdn. 

Berdasarkan Putusan Nomor 

18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn, surat dakwaan 

yang telah diuraikan Penuntut Umum 

dalam putusan Pengadilan Negeri telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 197 

KUHAP dan hukum pidana materiil 

sebagaimana didakwakan pada dakwaan 

pertama yakni terdakwa melanggar Pasal 

54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 

sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai. 

Perkara yang diputuskan oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan 

melalui putusan Nomor 

18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn merupakan 

perkara dengan dua dakwaan. Kedua 

dakwaan yang diajukan merupakan 

dakwaan alternatif, sehingga Majelis 

Hakim dapat memilih salah satu dari kedua 

dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya 

dakwaan alternatif adalah adanya dua 

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya 

sehingga Majelis Hakim dapat memilih 

salah satu dari dakwaan tersebut karena 

menggunakan penghubung atau.  

Pemilihan salah satu dakwaan pada 

dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan 

asal-asalan. Majelis hakim meski memiliki 

wewenang dalam persidangan, tetapi 

Majelis Hakim tidak dapat memutuskan 

dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. 

Pemilihan dakwaan yang akan menjadi 

penguat pertimbangan hukum dalam 

persidangan harus disesuaikan dengan 

fakta serta bukti-bukti yang diperoleh 

dalam proses persidangan.  

Tujuan Penuntut Umum 

menggunakan surat dakwaan alternatif ini 

adalah: pertama, untuk menghindari 

pelaku tindak pidana terlepas dari 

pertanggungjawaban hukum, serta kedua, 

untuk memberi pilihan kepada hakim 

untuk menerapkan hukum yang paling 

tepat dikenakan terhadap pelaku.
 
 

Surat dakwaan yang diajukan 

dalam perkara putusan Pengadilan Negeri 

Medan melalui putusan Nomor 

18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn terkandung dua 

dakwaan yang bersifat alternatif, yakni 

dakwaan terkait dengan tindak pidana 

yang melanggar  Pasal 54  jo. Pasal 56 

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai dan menurut penilaian Majelis 

bahwa dakwaan yang lebih tepat 

diterapkan kepada terdakwa adalah 

dakwaan alternatif pertama yakni 
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melanggar Pasal 54 Undang-Undang No. 

11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 

2007 tentang Cukai. 

 

4. SIMPULAN  

A. Simpulan 

1. Pengaturan tindak  pidana menjual 

barang kena cukai yang tidak dilekati 

pita cukai diatur dalam Pasal 54 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1995 sebagaimana telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 

tahun 2007 Tentang Cukai sehingga 

terdakwa dinyatakan telah terbukti 

secara sah melakukan tindak pidana 

sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan pertama penuntut umum 

sehingga terdakwa dijatuhi pidana 

yang setimpal dengan perbuatannya. 

2. Pertanggungjawaban pidana tindak 

pidana menjual barang kena cukai 

yang tidak dilekati pita cukai 

berdasarkan putusan Nomor 

18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu 

pelaku telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana menjual barang kena 

cukai yang tidak dilekati pita cukai 

dipidana berupa pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) 

bulan, dan denda sejumlah Rp 

25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah), dengan ketentuan jika denda 

tidak dibayarkan maka harta benda 

atau pendapatan terdakwa dapat 

disita oleh Jaksa sejumlah denda 

yang harus dibayarkan dan jika tidak 

mencukupi maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 2 (dua) 

bulan. 

3. Pertimbangan hukum pemberatan 

hukum terhadap pelaku tindak 

pidana memperdagangkan rokok 

yang tidak dilekati  pita cukai dalam 

putusan Nomor 

18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn adalah 

terdakwa cakap dan mampu untuk 

menjawab dan menjelaskan duduk 

kejadian serta tidak ditemukan 

adanya alasan pembenar atau pemaaf 

yang menunjukkan adanya 

kekeliruan mengenai orangnya atau 

subjek hukumnya ataupun alasan 

lain yang menyebabkan para 

terdakwa dapat dilepaskan dari 

pertanggungjawaban atas perbuatan 

yang telah dilakukan. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan 

mengeluarkan beberapa kebijakan 

yang strategis yaitu dengan 

menetralkan pasar dari produk rokok 

illegal dengan melakukan operasi 

rutin terhadap pasar dan pabrik di 

berbagai daerah.  

2. Agar setiap orang yang mengetahui 

adanya tindak pidana menjual barang 

kena cukai yang tidak dilekati pita 

cukai dapat melaporkannya dan juga 

dapat dikenakan sanksi pidana bagi 

yang mengetahui adanya tindak 

pidana tersebut tetapi tidak 

melaporkannya 

3. Agar sanksi yang diberikan pada 

pelaku tindak pidana menjual barang 

kena cukai yang tidak dilekati pita 

cukai haruslah lebih tegas lagi agar 

perbuatan tersebut dapat dihindari 

atau setidakya dapat mengurangi 

terjadinya perbuatan tindak pidana 

menjual barang kena cukai yang 

tidak dilekati pita cukai. 
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